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KATA PENGANTAR 
 

 Segala puji bagi ALLAH SWT atas segala rahmat dan 
karuniaNya kepada kita, Alhamdulillah akhirnya buku dengan judul 
“Tantangan UMKM di Era Perdagangan Global Pasca Pandemi 
Covid-19” telah selesai disusun. Buku ini menyajikan isu strategis 
yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia dan diharapkan dapat 
menambah khazanah ilmu pengetahuan. Buku ini diharapkan dapat 
memberikan nuansa baru mengenai sepak terjang UMKM di 
Indonesia dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya pasca 
pandemi Covid-19 dan berdaya saing di era perdagangan global. 

Buku ini membahas mengenai beberapa hal yang dihadapi oleh 
UMKM di Indonesia untuk dapat berdaya saing global. Dukungan 
untuk pengembangan UMKM di daerah sangat diperlukan dalam 
upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional. Berbagai cara 
dilakukan agar UMKM dapat bertahan, diantaranya mendigitalisasi 
UMKM yang mendorong UMKM masuk lebih cepat ke era digital, 
pemberian insentif yang sesuai kebutuhan UMKM, dan perlunya 
penerapan standardisasi produk UMKM melalui Standardisasi 
Nasional Indonesia (SNI) untuk dapat bertahan dan berdaya saing di 
era perdagangan global. 

Kami menyadari bahwa penyajian buku ini masih ada 
kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya 
membangun dari pihak yang terkait selalu kami harapkan. Semoga 
buku ini dapat berguna bagi pihak yang membutuhkan dalam 
mengambil keputusan atau kebijakan di bidang UMKM. 
Atas bantuan semua pihak kami ucapkan terimakasih. 
 
 
 
 
Jakarta, Agustus 2023 
Kepala Pusat Keparlemenan  Sekretariat Jenderal DPR-RI, 
 
 
Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A. 
NIP. 19720511 199903 1 003 
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PROLOG 
Tantangan UMKM di Era Perdagangan Global Pasca  

Pandemi Covid-19 
 

Tulisan dalam buku ini membahas tentang berbagai upaya yang 
dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (UMKM) nasional yang mengalami 
keterpurukan pada saat pandemi Covid-19. Tiga tulisan tersebut 
berfokus kepada : (1) Kebijakan Digitalisasi bagi UMKM di Indonesia 
Pasca Pandemi Covid-19, (2) Kebijakan Insentif dan Stimulus bagi 
UMKM di Masa Pandemi Covid-19, dan (3) Tantangan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah dalam Menerapkan Standard Nasional 
Indonesia.  

Dalam tulisan pertama mengenai “Kebijakan Digitalisasi bagi 
UMKM di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19”, penulis menyajikan 
peran dan manfaat digitalisasi pada UMKM beserta kebijakan 
pemerintah dalam rangka mendukung pemulihan UMKM melalui 
strategi digitalisasi. Secara garis besar penulis menjelaskan mengenai 
kemajuan teknologi digital yang kini telah menjadi pilar utama dalam 
strategi dan operasional bisnis. Pandemi Covid-19 telah mendorong 
transformasi digital untuk dilakukan secara cepat, termasuk di sektor 
bisnis. Digitalisasi dan teknologi kini bukan lagi sekadar upaya 
memberikan nilai tambah, melainkan telah menjadi sebuah 
kebutuhan agar bisa selalu relevan dengan perkembangan zaman. 
Oleh karena itu, pemerintah wajib menambah ketersediaan 
infrastruktur pendukung internet, menambah kecepatan internet, 
dan menyediakan harga internet yang terjangkau. Selain itu perlu 
upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan skill terkait manajemen 
digital dan pemasaran digital yang meliputi pemilihan pasar, 
branding, penguatan rating dan branding, serta upaya lain yang 
berbasis aktivitas digital.  

Pada tulisan kedua penulis membahas mengenai “Kebijakan 
Insentif dan Stimulus bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19”. Tulisan 
ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19, 
kebijakan insentif, dan stimulus pemerintah bagi UMKM di masa 
pandemi Covid-19 bagi UMKM di daerah (Provinsi Bali dan Jawa 
Barat). Dalam tulisannya penulis menekankan bahwa UMKM 
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memiliki peran penting dalam perekonomian setiap negara, termasuk 
di Indonesia. Pada tahun 2021 UMKM Indonesia mampu menyerap 97 
persen dari total tenaga kerja yang ada, dan berkontribusi 14,4 persen 
terhadap ekspor nasional. Proporsi serapan tenaga kerja UMKM 
Indonesia merupakan yang paling besar di ASEAN, namun di sisi lain, 
kontribusi ekspor masih tertinggal dibanding Singapura, Thailand, 
Myanmar, dan Vietnam. Dukungan untuk pengembangan UMKM di 
daerah sangat diperlukan dalam upaya percepatan pemulihan 
ekonomi nasional.  

Tulisan ketiga menyajikan mengenai “Tantangan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah dalam Menerapkan Standard Nasional 
Indonesia”. Penerapan SNI diharapkan dapat meningkatkan daya 
saing produk UMKM dalam menghadapi persaingan di pasar. 
Sayangnya, jumlah pelaku UMKM yang memiliki SNI masih rendah. 
Untuk itu, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan SNI 
pada produk yang beredar di pasar,  kendala UMKM dalam 
menerapkan SNI, dan upaya untuk membantu UMKM menerapkan 
SNI. Berdasarkan hasil kajian, bagi pelaku UMKM yang memiliki 
produk yang tergolong  dalam kategori wajib SNI, wajib memiliki 
sertifikat tersebut agar produknya dapat dipasarkan dan tidak 
terkena sanksi. Sementara bagi pelaku UMKM yang produknya tidak 
masuk dalam kategori wajib SNI, dapat menerapkan SNI secara 
sukarela. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam penerapan 
SNI antara lain kesulitan dalam membuat lokasi usaha sesuai standar 
SNI atau BPOM, investasi untuk tempat produksi relatif besar, 
sosialisasi tidak berlanjut, biaya proses SNI yang terlampau mahal, 
mekanisme perolehan SNI yang terlalu kompleks, tidak ada jaminan 
produk laku, membutuhkan waktu lama, dan tidak ada Lembaga 
Penilai Kesesuaian (LPK) yang dibutuhkan. 

Secara keseluruhan, tulisan dalam buku ini menyajikan kondisi 
UMKM di Indonesia secara komprehensif khususnya pada saat pasca 
pandemi Covid-19. Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam setiap 
tulisan adalah perlunya pemerintah memformulasikan kebijakan 
yang pro-UMKM sekaligus adaptif terhadap perubahan lanskap 
persaingan global. Dengan demikian bisnis UMKM dapat segera pulih 
dan mencapai kinerja sebagaimana diperoleh pada saat sebelum 
pandemi. Akhir kata semoga tulisan di buku ini dapat memberikan 
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masukan positif bagi pemerintah dan DPR dalam melaksanakan 
masing-masing fungsinya.  

 
Jakarta, Agustus 2023 
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EPILOG 
Tantangan UMKM di Era Perdagangan Global Pasca 

Pandemi Covid-19 
 

Buku ini mengupas mengenai upaya UMKM dalam bertahan 
dan bersaing secara global pasca pandemi Covid-19. Menyadari 
pentingnya peran UMKM untuk mendukung perekonomian nasional, 
maka pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk 
mempercepat pemulihan sektor ini.  

Teknologi digital kini telah menjadi pilar utama dalam strategi 
dan operasional bisnis. Pandemi Covid-19 telah mendorong 
transformasi digital yang menjadi prasyarat bagi UMKM untuk 
memperluas pasar. Implementasi teknologi digital menjadi wajib bagi 
seluruh pelaku UMKM apalagi perilaku konsumen dalam berbelanja 
sudah mengarah kepada e-commerce. Hal ini juga dipengaruhi oleh 
tingkat penetrasi internet yang semakin massif di seluruh lapisan 
masyarakat.  

Berikutnya, tulisan kedua menekankan pentingnya kebijakan 
insentif dan stimulus bagi UMKM pasca pandemi Covid-19 yang 
bermanfaat untuk mempercepat pemulihan sektor ini. Pemerintah 
sendiri telah mengeluarkan berbagai kebijakan insentif dan stimulus. 
Untuk kasus pemerintah Provinsi Bali, kebijakan yang telah 
diimplementasikan adalah pemberian program Penerima Bantuan 
Stimulus Usaha (PBSU). Sementara itu pemerintah Provinsi Jawa 
Barat mengeluarkan kebijakan program Pemulihan Ekonomi Daerah 
(PED) yang tidak saja membantu UMKM, namun juga mengarahkan 
mereka untuk menjalankan cara baru dalam berbisnis.  

Tulisan ketiga berfokus pada kajian implementasi SNI dalam 
rangka meningkatkan daya saing produk UMKM. Hasil kajian 
menunjukkan bahwa masih banyak kendala yang ditemui oleh UMKM 
dalam penerapan SNI. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah 
dibantu oleh stakeholders terkait harus melakukan beberapa upaya 
antara lain melakukan sosialisasi mengenai SNI, melakukan 
pembinaan, pendampingan, fasilitasi sertifikasi, melakukan 
pemberdayaan, meningkatkan standardisasi dan sertifikasi produk.. 
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Ketiga tulisan dalam buku ini telah memberikan kajian secara 
komprehensif dan mendalam mengenai upaya UMKM untuk 
memulihkan bisnisnya pasca pandemi Covid-19. Untuk mendukung 
upaya tersebut tentu saja dibutuhkan kebijakan pemerintah yang 
sinergis, memberikan kemudahan bagi UMKM, sekaligus memberikan 
solusi bagi permasalahan yang dihadapi UMKM pasca pandemi Covid-
19.  

 
Jakarta, Oktober 2023 
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